QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : .18 'I‘AI:IUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMA'T ALLAI YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

imbang © . bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2000 tentang Penyclenggaraan Pembinaan Jlasa Konstruksi, maka
Perizinan  Usaha  Jasa Konstruksi  diberi wewenang  untuk

diterbitkan/dikcluarkan olch Pemerintah Kabupaten;

2

bahwa untuk tertib administrasi  dalam prosedur pengurusan dan

pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam Kabupaten Nagan
Raya dan untuk kelancaran penyelenggaraan  pemerintahan  dan
pembangunan yang memerlukan pembiayaan, maka dipandang perlu

ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya:

igingat, Undang-undang  Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1092);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

o

(Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839;

3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

s

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah  (lembaran Negara  Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4 134),




v

o

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Propinsi Daerah Istimewa Acch sebagai Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 2002 tentang  Pemi-
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembarari Negara Tai
2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

. Peraturan Pemcrintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah  dan  Kewenangan  Propinsi scbagai Dacrah  Otonomi
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan

Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

Peraturan  Pemerintah ~ Nomor 29 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan

Jasa Konstruksi;

Peraturan  Pemerintah  Nomor 66 ° Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2001, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4139);

Keputusan  Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang  Tehnik

Penyusunan  Peraturan  Perundang-undangan dan  Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

dan Rancangan Keputusan Presiden (l.embaran Negara  Tahun

1999 Nomor 70); X . .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Menteri Dalam Negeri Nomor 4

Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang

Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;



16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tehnik

Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Dacrah;

17, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Tehnik Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

I8, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Dacrah:

19. Keputusan Menteri Pemukiman  dan Prasarana Wilayah  Nomor
369/KPTSM/2001 tentang  Pedoman  Pemberian  lzin Usaha Jasa
Konstruksi Nasional;

20. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09
Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah

menjadi Qanun;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan © QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG RETRIBUSI
1ZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan
. Dacrah adalah Kabupaten Nagan Raya;
. Bupati adalah bupati Nagan Raya ;

. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom vang lain sebagai

“ksckutif Dacrah;

-~ Pejabat adalah  Pegawai Negeri yang diberi weas tertentu di bidang Retribusi Dacrah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku:

Badan Hukum yang selanjutnya disebut Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun vang tidak melakukan usaha yang
merupakan perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

Negara atau Daerah dengan nama dan dalam Bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana



pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya,

o

Badan usaha Jasa Konstruksi Nasional untuk selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan

usaha yang bergerak dibidang jasa konstru

=

Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkal 1UJK adalah izin untuk melakukan usaha

di bidang jasa konstruksi;

. Lembaga adalah lembaga sebagai Jimak oleh Und: dang Nomor 18 Tahun 1999

tentang Jasa Konstruksi;

o

Retribusi Daerah selanjutnya discbut Retribusi adaluh pungutan dacrah sebagai pemban
atas jasa - atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danvatau diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

0. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan Vang menurut peraturan perundang-undang

Retribusi Daerah di jibkan untuk mels retribusi;

Retribusi Izin Jasa Usaha Konstruksi adalah Pungutan Percrintah Kabupaten Nagan Raya

sebagai Pembayaran atas Jasa atau Pemberian fzin untuk melakukan usaha jasa Konstruksi di
kabupmcn Nagan Raya ;

. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menctapkan penggolongan usaha Jasa

konstruksi menurut tingkat/kedall kompetensi dan ket P usaha atau

profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut
ingKat/k k dan ki

- Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat

profesi dan keahlian:

yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib retribusi
sebagai  dasar perhitungan dan Pembayaran  Retribusi yang ferutang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi daerah;

. Surat: Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat

keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang:

. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang sclanjutnya dapat disingkat

SKRDKBT adalah surat | yang bahan atas jumlah Retribusi vang telah
ditetapkan;

. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat dengan

SKRDLB adalah surat yang Jjumlah kelebit b retribusi
karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi vang terhutang atau tidak
seharusnya terhutang;

. Surat Tagihan Retribusi Dacrah yang selanjutnya dapat disinghat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda:
Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten Nagan Raya  dalam rangka

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,

dan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan



sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umtim dan menjaga kelestarian lingkungan:

. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data

dan atau keterangan lainnya dalam rangka 1 Kewajit

retribusi dacrah b peraturan p ds Jangan retribusi daerah;

| Penyidik Pegawai Negeri selanjuinya disingkat PPNS adalah Pejabat pegawai Negeri tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang dibert wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

mclakukan Penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi daerah

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang lukum Acara
Pidana;
I. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi dacrah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutnya discbut penyidik, guna mencari serta
thengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi

Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya,

BAB i1
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RE'I RIBUSI

Pasal 2
ngan nama Retribusi Izin Usaha Jasa konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas

berian 1zin Usaha Jasa Konstruksi kepada crang pribadi dan atau badan oleh Bupati.

Pasal 3

jjek retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Jasa konstruksi.

Pasal 4
jjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoteh Izin Usaha Jasa Konstruksi dari

ypati.

BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

etribusi 1zin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu,

BABIV,
PERIZINAN

Pasal 6
lenis Usaha Jasa Konstruksi, meliputi:

. Usaha Jasa Pelaksanaan;



2. Usaha Jasa Perencanaan;
3. Usaha Jasa Pengawasan;

BABV
PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 7

etentuan persyaratan perizinan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

- BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8
ingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis perizinan yang diberikan dan besarnya investasi;
BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk

menutup atau sama dengan biaya penyelenggaraiin pemberian izin;
) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyelenggaraan administrasi,

dan p

BAB VIIL
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10
) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kualifikasi jasa konstruksi:

) Besarnya tarif retribusi 1zin Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan sebagai berikut :

a. Kualifikasi penyedia jasa golongan kecil (K) Rp. 150.000.-
b. Kualifikasi p dia jasa gol h (M) Rp. 250.000,-
¢! Kualifikasi penyedia jasa golongan besar (B) Rp. 300.000,-
BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11

Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD;
) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta

ditandatngani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya;



(©)

(1)
)
()]

Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

i BAB X
: JANGKA WAKTU DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12
1zin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun;
Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan masa berlakunya izin:

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13
Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) , ditetapkan retribusi

terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

.. Apabila berdasarkana hasil pemeriksaan data baru dan atau data yang semula belum terungkap

yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan
SKRDKBT;
Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati,

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14
Retribusi dipungut dgnmenggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan:

Hasil pung retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Pemerintah

Kabupaten Nagan Raya;
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

BAB XIlI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15



P

Surat Teguran/Pering; Surat lain yang scjenis sebagai awal tindakan

retribusi yang di kan sctelah 7 (tujub) hari setelah tanggal sejak

Jjatuh tempo pembayaran;
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang
sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;

BAB XIV
¥ KEBERATAN

Pasal 16
Wajib retribusx dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKIBT dan SKKDLI3:
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disetai alasan-alasan yang
jelas; R '
Dalam hal waijib retribusi mengajukan keberatan atas Ketetapan retribusi, wajib retribusi harus
dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi terscbut: .
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tangal SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakanSKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila
wnjfb retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya:

Keberatan yang tidak hi persy bagai i sud pada dyat (2) dan (3)

tidak dianggap sebagai surat kel hingga tidak diperti K
Pengajuan  keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dari pelaksanaan

penagihan retribusi.

Pasal 17
Bupati dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima
harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
Keputusan Bupati  atas keberatan dapat berupa  menerima scluruhnya atau scbagian,
mengurangi atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak

memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18
Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Bupati;



@)
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Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan

kelebihan pemt retribusi sebagai dimaksud pada ayat (1) harus memberikan

keputusan;

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati

tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bufan;

Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi

1 1

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)1 g diperhi untuk i terlebih dahulu

hutang retribusi tersebut;

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan scjak diterbitkannya SKRDLB,

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat Jangka waktu 2

(dua) bulan, Bupati memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas

keterlamt pembay kelebihan retribusi.
Pasal 19
Permot lian kelebihan pembay retribusi diajukan tertulis kepada Bupati

dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;

b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran dan dilampirkan bukti-bukti yang sah;
d. alasan yang singkat dan jelas,

pembayaran retribusi dis aikan sccara |

Permol: kelebil ¢ alau melalui pos
tercatat;
Bukti penerimaan oleh pejabat dacrah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat

permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar
Kelebihan Retribusi (SPMKR);
Apabila kelebihan pembayaran retribusi” diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya
scbagaimana dimaksud dalam psal; 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara

pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku scbagai bukti pembayaran.
BAB XVI
PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;



(2) Pemberian pengurangan, keringan dan bet retribusi

3

. & Menyuruh berhenti dan atau

Fisosipranading

1 pada ayat
(1) dapat diberikan kepada wajib retribusi untuk mengangsur;

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVl
PENYIDIKAN

Pasal 22
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang,
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikantindak pidana di bidang Perpajakan

Daerah dan retribusi daerah:

Penyidik scbagai dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.  Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi dacrah agar keterangan atau laporan

tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b.  Meneliti, mencari dan p K o orang pribadi atau badan
tentang ket > yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi
daerah;

¢ Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan schubungan dengan tindak pidanan di bidang retribusi ducrah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan an dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribusi dacrah; :

. Melakuk led untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan

dokumen-dok lain serta melakukan peny terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang retribusi daerah;

Ikan ruang atau tempat pada

saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa scbagaimana yang dimaksud pada huruf ¢,

h. M yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

i, Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

j. Menghentikan Penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntu Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tenfang Hukum Acara Pidana.



BAB XVIIL
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya schingga merugikan keuangan daerah
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (¢mpat)
: kali jumlah retribusi terhutang;

. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini i pelak ya akan diatur lebih
Janjut dengan Keputusan Bupati.
' Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

" hi d

Agar supaya setiap orang dapat inya, memeri Qanun ini dengan

kannya dalam Lemt Daerah Kabup Nagan Raya.

pisahkan di  : Suka Makmue,

:6Januari 2004 M
14 Dzulqa’dah 1424 H

INAGAN RAYA,

' y PR
& A . ZULKARNAINT

Diundangkan di Suka Makmue,
pida tanggal 7Januari 2004 M
= Dzulqa’dah 1424 H

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2004 NOMOR : 18



Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
| Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas
Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 27 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 18



